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= Pemdaﬁmiu&ﬁ
- Iklim investasi yang baik memberikan kesempatan dan insentif kepdda.
= duma usaha untuk melakukan investasi yang produkitif, menciptakan lapangan
- kerja dan memperluas kegiatan usaha. Investasi memainkan peranan pentin I3
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Memperbaiki iklim investasi adalah masalah kritikal yang dihadapi pemerintah
dinegar berkemnbang. Menyediakan lapangan kerja penting untuk menciptakan
l«:esmmban gandan kedamaian.'

~ Peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik sangat
dzperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) atan kegagalan
laissezfuire mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut pemerintah
melakukan intervensi melalui hukum dan peraturan. Pemerintah mengatur dunia
usaha dan transaksi untuk meminimalkan injormation asymetries dan mencegah
praktik monopoli. Namun, pemerintah acapkali gagal mengurangi kegagalan
pasar, bahkan tidak jarang intervensi pemerintah malah memperburuk iklim
investasi. Karena itu, maka pemerintah perlu menyusun kerangka acuan yang
jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar kompetensi berjalan
dengan baik. Kerangka pengaturan yang baik akan menciptakan persain gan
sehat dan fair dalam dunia usaha sehingga hanya perusahaan yang efisien saja
yang dapat bertahan hidup (survival of the fittest). Kondisi ini pula pada
giliranmya alean menguntungkan konsumen

Kegagalan menciptakan iklim investasi yang baik pada dasarnya bukan
semata-mata karena kekurangan dana. Peningkatan iklim investasi tidak banyak
memerlukan anggaran pemetintah. Contohnya adalah negara kaya minyak dan
atau kaya bahan tambang lainnya ternyata memiliki iklim investasi buruk. 1klim
mvestasi yang buruk juga bukan semata-mata disebabkan kurangnya tenaga
ahli. Pada saat mendesain rejim investasi agar sejalan dengan perubahan yang

' The World Bank, World Development Report 2005 A Better Investment Climate for
Everyone,{Washington, DC.: World Bank and Oxford University Press, 2004), hal. 1

* G Sivalingam, Competition Policy in the Asean Conntries, { Singapore: Thomson,
2005), hal.9
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dungmkan memang diperfukan tenaga ahli kisus, tetapi kebutuhan akan tenaga
ahli akan berkurang pada tahap implementasi. Pemerintah dihampir semua
negara berkembang memiliki berlimpah laporan dan rekomendasi. ber;slkan
- tincian tentang bagaimana meningkatkan kualitas iklim investasi. o

Iklim investasi yang baik membutuhkan dukungan berbagai sektor. Industri
perbankan, apabila berfungsi baik, menghubungkan dunia usaha den gan pember}
~_pinjaman dan meningkatkan minat investor membiayai dunia usaha dan berbagi

1esiko. Infrastruktur yang baik menghubungkan dunia usaha dengan konsumen

dan pemasok serta membanty duniausaha memanfaatkan teknologi plodukm
modern.: Sebahknya industri perbankan dan infrastruktur yang lemah
menciptakan hambatan ter hadap kesempatan berusaha dan meningkatkan biaya
baik bagi perusahaan kecil maupun perusahaan multinasional, Hay nbatanmasuk
ke pasar menyebabkan berkurangnya saingan bagi perusahaan yang terlebih
dulu ada sehingga mengurangt insentif muncu}nyd inovasi dan keinginan
meningkatkan produktifitas. :

Masalah dasar yang dihadapi industri perbank‘tn dan mff asmﬂdur berdwal
dari kegagalan pasar. Di industri perbankan masalahnya terletak pada
ketidaksimetrisan informasi. Sedangkan persoalan infrastruktur terletak pada
kekuatan pasar yang terkait dengan skala ekonomi. Intervensi yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar pada industri perbankan justru
mengakibatkan kondisi menjadi lebih buruk. Kebijakan tentang bank milik
pemerintah, monopoli, kredit bersubsidi atau kredit komando dan kebijakan
lain yang dimaksudkan untuk kepentingan jangka pendek para politisi dan
kelonmpok kepentingan tertentu menyebabkan industri perbankan tertekan dan
terdistorsi. Kondisi ini umumnya menghantam pengusaha kecil lebih keras.?

Industri perbankan yang berkembang baik mampu menyediakan jasa
sistemn pembayaran, memobilisasi tabungan dan mengalokasikan pembiayaan
kepada perusahaan yang ingin dan layak melakukan investasi. Apabilaindustri
keuangan bekerja dengan baik maka sumber dana untuk melakukan investasi
tersedia bagi segala bentuk dunia usaha. Dalam padaitu, pasar keuangan yang
sehat juga memaksakan disiplin bagi dunia usaha agar memperbaiki kinerja,
mendorong efisiensi baik secara langsung maupun melalui penyediaan fasilitas
bagi masukitya pemain baru ke pasar.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Investasi
Kepemilikan pemerintah pada perusahaan berpotensi melemahkan iklim
investasi dengan tiga cara. Perrama, apabila perusahaan milik negara

3 The world Bank, Op. cit, hal, 115
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bertan ggung jawab atas input yang dibutuhkan dunia usaha (seperti tenaga
listrik; telekomunikasi atau pembiayaan), maka kelemahan perusahaan mililc
lnegﬂm tersebut ketika berproduksi menyebabkan munculnya biaya tinggi pada
duma usaha yang tergantung pada inpuf tersebut.

- Kedua, keperilikan pemerintah mermicu korupsi karena pengurus biasanya
: memﬂxkl msennf rendah untuk mengurangi prakiik suap. Kondisi ini dapat dilihat
._pada pemsaha'm dinegara transisi ekonomi. Praktik suap-menyuap untuk
mendapatkan fasilitas jasa telekomunikasi dan jasa listrik lebih tinggi apabila
Jasa. tersebut dipasok oleh perusahaan milik negara. Karyawan perusahaan
milik negara di Asia Selatan mengembangkan suatu sistem yang canggih untuk
: mendapat suap dari konsumen, hasilnya adalah biaya tinggi bagi perusahaan
dan turunnya keuntungan bagi pemerintah, investasi publik turun serta biaya
ba'gi pembayar pajak meningkat.

- Ketiga, apabila perusahaan milik Negara mendapat hak monopoli maka
Lesempatzm bagi perusahaan swasta akan hilang. Meskipun terjadi persaingan
antara perusahaan milik Negara dan perusahaan swasta akan tetapi sulit
menciptakan level of plaving field. Permasalahan menjadi semakin sulit apabila
perusahaan milik Negara diberikan pula kewenangan sebagai regulator, praktik
seperti ini, terjadi pada sektor telekomunikasi. Kondisi tidak seimbang tetap
terjadi meskipun kewenangan mengatur telah diserahkan kepada lembaga in-
dependent karena tekanan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan
milik pemerintah terus berlangsung. Perusahaan milik pemerintah seringkali
menerima pengecualian baik yang ditetapkan oleh undang-undang maupun atas
dasar kebiasaan (praktik) atas perpajakan dan regulasi sehingga mendistorsi
persaingan.*

Masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi
yang baik adalah kemungkinan terjadinya benturan antara kepentingan dunia
usaha dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, dunia usaha adalah pencipta
utama kemakmuran, oleh sebab itu iklim investasi harus diciptakan sesuai dengan
kepentingan mereka. Di sisi lain. tklim investasi yang baik seharusnya ditijukan

* Studi yang dilakukan Peter J. Buckley, et.al. menyimpulkan bahwa kehadiran
perusahaan asing di Cina menghasilkan pembukaan pasar internasional bagi
perusahaan Cina. Studi tersebut juga menemukan bahwa perusahaan milik pemerintah
tidak menghasillan manfaat bahkan menimbulkan dampak negatif bagi investor asing.
Temuan ini menggarisbawahi pentingnya melakukan reformasi perusahaan milik
pemerintah untuk mengabsorsi kapasitas yang dimiliki perusahaan-perusahaan Cina,
Peter J. Buckley, et.al., “The Impact of Inward FDI on the Performance of Chinese
Manuflacturing F;.rm%”, Journal of International Business Studies, Vol.33 No.4. (4
Qtr., 2002), hal.637
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untuk kepenunaan masyarakat secara. keseluruhan bukan hany’t bao;

: Lepenunoan dunia usaha: Kepentingan dunia usaha dan kepentingan masyars rakat

inisering | kali berbeda. Sering juga yang terjadi adalah perbedaan pr eferensi

- dan prior 1hs antara dunia usaha dan masyar. akat dan antar sesama duma usqha
Untuk mengami i benturan kepentingan ada empat tantangan yang harus dihadapi
: pemennt'ih Cara pemermiah mengatasi tantangai tersebut mempenﬁaru}u iklim
B investasi yang pada gilirannya berpenﬂaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi
. dan; penrrman gan kermsiam(m Tantangan yano dzhadapx pemerintah t 'rsebut

-Pen‘ama membam'ﬂ pembm i reme (renrwseekzng) Keszakzm tentanc

- kliminvestasi adalah sasaran menarik bagi pava pemburu rente baik yang berasal

dari kalancf'm duniausaha, pejabat pemerintzh maupun kelompok I{epenun
Korupsi meningkatkan biaya untuk melakukan kegiatan usaha. Korupsi. ycinc
dilakulcan oleh pejabat iinggi pemerintah menciptakan distorsi pada kebijakan
pemerintah. Kolusi dan nepotisme juga menciptakan distorsi. Dengan kata lain,
sekelompok masyarakat memperoleh keuntungan dengan cara mert igikan
kelompok masyarakat lainnya. : -
Kedua, membangun kyedibilitas. Ketidakpastian mempengaruhi kem ginan
dunm usaha uniuk menanamkan modaliya. Pemerintah wajib menyusun dan
meinberlakukan peraturan yang jelas. Namun peraturan vang jelas saja tidak
cukup. Kurangnya kredibilitas menyebabkan tanggapan investor akan rendah
seberapa baikpun peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Ketiga, meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi.
Interaksi antara dunia usaha dengan pemerintah tidak terjadi di ruang hampa.
Membangun kepercayaan di antara sesama pelaku pasar merupakan
persyaratan alamiah bagi suatu transaksi yang produktif dan menurunkan biaya
regulasi dan penegakan kontrak. Kepercayaan dan keyakinan publik terhadap
pasar dan dunia usaha mempengarchi bukan hanva kelayakan dari suatu
perubahan tetapi juga kesinambungannya (sustainability). Selain iny, kredibilitas
juga berpengaruh pada reaksi dunia usaha. e
Keempat, memastikan bahwa kebijakan yang dikelnarkan meneerminkan
kapasitas institusi. Desain kebijakan investasi membutuhkan pertimbangan
tentang pengalaman kegagalan pemerintah dan perbedaan vang ada pada kondisi
lokal. Pertimbangan yang tidak cukup terhadap kapasitas institusi akan
membawa hasil yang buruk bahkan hasil yang merugikan.®
Dalam mengatasi kegagalan pasar, pemerintah cenderung melakukan
intervensi pada industri kevangan dalam bentuk kredit komando kepada

* The World Bank, Op.cit, hal. 36-37
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kelompok tertentu, memberikan jaminan terhadap kredit swasta dan
" menyediakan sumber pembiayaan melalui bank dan perusahaan pembiayaan
ilik pemerintah. Untuk melindungi industri perbankan domestik pemerintah
‘membatasi persaingan dengan bank asing dan lembaga keuangan lainnya;
'Dengan alasan untuk menyediakan pembiayaan bagi usaha kecil, pemerintah
E mendmkan bank. Bank milik pemerintah umumnya memiliki mandat yang luag
: aiau memiliki wgas khusus yaitu mengembangkan industri, sektor atau daerah
- '--teﬁemu danj juga sering menyahukan kredit bersubsidi.
oD negara berkembang Kinerja bank milik pemerintah umumnya bumk 8
Menﬂmoat pangsa bank milik Negara yang besar pada industri perbankan
: .menyebabk‘m kinerja keseluruhan sektor perbankan menjadi buruk pula,
Kondisi ini menurunkan akses kepada sumber pembiayaan, menurunkan
kompetisi, memperburuk alokasi kredit dan meningkatkan kemungkinan
tejadinya kuisis keuangan. Untuk meningkatkan kinerja industri keuangan dan
mempelajari pengalaman masa lalu terdapat lima pendekatan yang dapat
dilakukan yaitu: (1) menjamin stabilitas makroekonomi; (2) menin gkatkan
kompetensi; (3) menjamin hak debitur, kreditur dan pemegang saham; (4)
memiasilitasi arus informasi; dan (5) memastikan bank tidak men gambil resiko
berlebihan.

-+ Stabilitas ekonomimakro, khususnya inflasi rendah, penyaluran kredit
berkelanjutan dan nilai tukar yang realistis merupakan dasar bagi berfun gsinya
pasar kenangan yang efekiif. Ketidakstabilan ekonomi makro meningkatkan
volatilitas suku bunga dan nilai tukar sehingga meningkatkan risiko bank dan
nasabahnya. Inflasi tinggi mengurangi modal bank dan menyulitkan mereka
mobilisasi dana masyarakat dan mnelakukan ekspansi usaha. Membatasi
persaingan diantara penyedia jasa keuangan memperlemah pertunibuhan
ekonomi. Kebijakan yang membatasi kompetisi seperti larangan pendirian bank
baru, larangan beroperasinya bank asing dan kehadiran bank milik pemerintah
melukai kinerja system keuangan dan akhimya kinerja perekononiian.

Menghilangkan hanbatan terhadap kompetisi terbukti dapat meningkatkan
stabilitas sistem perbankan, menurunkan marjin suku bunga dan memperluas
akses terhadap sumber pembiayaan. Salah satu cara uniuk meningkatkan
kompetisi adalah secara berhati-hati mengijinkan pendirian bank baru.
Kompetensi bermanfaat bagi munculnya inovasi. Pembuat kebijakan seringkali

¢ Per September 2005 rasio kredit bermasalah pada dua bank milik Negara masing-
masing Bank Mandiri 23,4% dan BNI 14,44% atau setara dengan 63% dari total kredit
bermasalah perbankan nasional yang mencapai Rp 53,5 triliun. A. Riawan Amin, “Jurus
Mengempiskan NPL”, Bisnis Indonesia, 23 Maret 2006, hal. B3, iihat i juga Majalah
Mingguan Tempo, 6-12 Maret 2006, hal.25
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khawatir bahwa saingan‘dari bank asing akan melemahkan system perbankan
nasional; Bukti menun; jikan kehadiran bank asing memnokatkam eﬁsxensz dan
kinerja industri perbankan domestik dan menurunkan marjin suku bunga.
Kondisi sepertiini misalnya terjadi ketika Philipina membolehkan ba;nk asing
beropema Bank asing juga bermanfaat untuk inovasi. . e
“Kehadiran bank asing juga dikhawatirkan akan menurunkan akses usaha
-Ixecﬂ Lepa&a industri perbankan Alkan tetapi pengalaman Chile dan Peru
- menunjukm bukti yang berbeda. Kehadiran bank asing di N egara” t@lSLbHi
justra. memnokatkan sumber pembmyaan bagi usaha kecil. Bank asing
menyalwmn kredit Lepada usaha kecil ternyata lebih besar dlb,mdmgkan dengan
yang dilakitkan oleh perbankan domestik. Situasi yang sama juga larj adi di
Argentina. Saingan yang datang dari lembaga keuangan bukan bank sepem
leasing, jugamemperkuat system keuangan di Argentina.

Pemerintah dapat mengurangi masalah yang dihadapi bank sebagai kzedzim
dan pemegang saham bank sehingga meningkatkan keinginan- ‘mereka
menyalurkan kredit. Caranya adalah dengan menjamin hak-hak mereka secara
jelas dan bila diperlukan dapat ditegakkan. Aturan hukwn yang jelas dan dapat
ditegakkan penting untuk berkembangnya system keuangan. Apabila hak
kreditur lemah maka lembaga keuangan akan enggan menyalurkan pembiayaan
kepada perusahaan yang memiliki resiko tinggi. Lemahnya perlindungan kepada
pemegang saham menyebabkan timbulnya keengganan bagi i mvestor untuk
menambah modal. : -

Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan ﬁmcrsu
ini pula yang seringkali menjadi penyebab banglkrutnya suatu bank. Kiisis
perbankan yang melanda asia pada medio 1997 mengajarkan kita tentang hal
tersebut. Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang beresiko tinggi.
Karena iin, bank harus mampu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan
kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran
kredit tersebut. Informasi tentang calon nasabah debitur merupakan faldtor krusial
dalam menentukan tingkat risiko yang bakal dihadapi bank.” Penentuan eli-
gible atau bankable tidaknya seseorang atau suatu perusahaan tergantung
seberapa banyak informasi akurat yang dimiliki bank tentang calon debitur.?

Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Bandung: Books Terrace & Li-
brary, 2005), hal. 186

Pentingnya informasi tentang debitur menjadi alasan bagi Bank Indonesia menerbitkan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur
pada 24 Januari 2005, PBIini dimaksudkan untuk mengatur kembali ketentuan mengenai
system informasi debitur agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan system informasi antar bank vang selama ini dilakukan melalui

7
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. -Upaya pemerintah untuk membatasi pengambilan risiko oleh bank dan
Jlembaga keuangan lainnya dilakukan dengan berbagai alasan. Terbatasnya
ta_n'ggun g jawab pemegang saham dapat mengakibatkan kecenderungan bank
melakukan kegiatan usaba berisiko tinggi. Penerapan ketentuan kehati-hatian

(prudential regulation) dapat menurunkan risiko kebangkrutan bank dan

- sekaligus mengurangi kemungkinan pemerintah terpaksa melakukan bailowt,

i _P_f'@demf_i_al_. regulation juga dapat mencegah texjadinya seistemic banking

B crises. Akantetapi pelaksanaannya tidak mudah, Menerbitkan peraturan dan

- melaksanakamya secara efektif membutubkan biaya dan keahlian. Tambahaﬁ
~ pula, niat baik seringkali dilemahkan oleh korupsi dan nepotisme. Pengawas
“bank dapatmemaksa agar kredit disalurkan kepada kelompok tertentu. Bank
juga dapai “membeli” pengawas dan mempengaruhi mereka agar tidak
mengambil tindakan meski bank telah melakukan pelanggaran ketentuan,
. Masalah-masalah ini menimbulkan keraguan atas efektivitas prudential
regulation dan pengawasan. Indikator tentang kekuatan pengawasan,
pemberlakuan ratio kecukupan modal yang ketat tidak secara tegas
memperlinatkan kaitan dengan kinerja bank dan stabilitas system keuangan.
Sebaliknya pengawasan yang intensif sering kali berkaitan erat dengan korupsi
dan pralctik-praktik yang tidak terpuji lainnya. Ketentuan keterbukaan (sunsine
‘regulation) yang memaksa dilakukannya transparansi informasi dipandang
merupakan alternatif pendekatan untuk membentuk perbaikan yang sehat.
Sistem perbankan akan berjalan baik apabila disiplin pasar (market disci-
pline) diterapkan. Efektivitas pengawasan masyarakat bergantung pada
ketentuan dapat ditegakkannya pengungkapan informast, Disamping itu, juga
diperlukan persyaratan adanya perusahaan rating yang bekerja dengan baik,
proporsi kepemilikan pemerintah pada bank dikurangi dan lembaga penjamin
simpanan didisain dengan baik.

Investasi Asing di Sekior Perbankan
- Kehadiran pihak asing dalam perekonomian nasional telah lama menjadi
silang pendapat diantara para teoritisi dan praktisi pembangunan ekononmi.

System Informasi Kredit (SIK). Untuk mendukung tersedianya informasi yang utuh
dan lengkap tentang profil debitur akan dibentuk suatu pusat informasi kredit atau
populer dengan sebutan biro kredit (credit bureaw). Bank Indonesia akan bertindak
sebagai fasilitator pembentukan biro kredit tersebut. Untuk mendukung keberhasilan
biro kredit tersebut setiap bank umum dan penyelenggara kartu kredit selain bank
setiap bulan wajib melaporkan informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik,
fasilitas penyediaan dana, agunan, pinjaman dan laporan keuangan debitur kepada
Bank Indonesia.

35




: 3'@:»;43.5,5.&%!.!&’5@#% -.Va.l 3 No. '2-- J:tm' 2006

: D1 sektor perbankan sﬂano pendapat nijuga beriangsun g seru, Kehadlran
-_pihak asing dalam perekonomian nasional suatu Negara, secara teoritis
“dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas modal danmendorong kompeml
sehing gea pada’ UﬂIfﬁﬂﬂ}/’! akan menmptal\an efesiensi. Namun demxkxan
kehadn an asing juga menimbulkan sentimen nasmnahsme s
Pada industri pexbankan keteihbatan asing dapat di llhat mlmmai dahm
--'.dua pcnode yaiiu sebelum dan’ sesudah krisis 1997.-Sebelum krisis. p1hak
: §--asmg yang ingin 1neIaLt1ka11 investasidi qekmi peib'mkan dapat melakukaxmya
“mnelalui tiga cara yzutu pembukdan kantor cabang pundman bank dengan
‘bermitra dengan bank nasional dan membeli saham melalui bursa efek, Pendmcm
cab&ncr bank asing, “meski dibuka kesempatamnya oleh undmlc—undang, namun
demikian secara praktik tidak dimungkinkan karena ketentuan mengenai tata
cara pendiriannya tidak pernah dikeluarkan pemerintah. Pendirian bank
‘campurandapat dilakukan oleh bank diluar negeri bekerja sama dengan bank
yang sudah'berdiri di Indonesia. Pihak asing dapat memiliki saham:bank
campuran tersebut maksimal 85%, Pembelian saham bank melalui bursa dapal
dilakukan oleh pihak asmg maksimal sebescu 49% dari jumlah saham yanc
dicata_t dibursa. - -

- Ketentuan tentang kepemilikan asing ini diubah setelah terj ddmya kmls
Untuk pembukaan kantor cabang dipersyaratkan bahwa bank asing yang dapat
meimbuka kantor di Indonesia adalah bank yang memiliki peringkat dan reputasi
yang baik. Total aset yang dimiliki bank asing tersebut harus termasuk dalam
duaratus besar donia. Bank asing yang akan membuka kantor cabang wajib
menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau valuta asing sekurang-
kurangnya Rp. 3 trilyun. Sedangkan untuk pendirian bank baru, diberlakukan
ketentuan yang lebih ringan, pihak asing tidak lagi dibatasi hanya bank yang
harus bermitra dengan bank nasional. Individu dan atau badan hukum bukan
bank dibolehkan untuk mendirikan bank baru atau mengakuisisi bank nasional
yang sudah berdiri, Maksimal saham yang boleh dimiliki pihak asing ditingkatkan
menjadi 99%. Akuisisi melalui bursa dapat dilakukan sebesar 100% dari jumlah
saham yang tercatat di bursa. Sedangkan maksimal saham yang dapat dicatatkan
di bursa adalah 99%. Perubahan ketentuan ini dimaksudkan untuk men gatasi
kelangkaan modal di industri kevangan akibat krisis.

Sementaraitu, masih terjadi perdebatan mengenai bentuk badan usaha
bank asing yang dibolehkan untuk beroperasi di Indonesia. Bank dalam bentuk
perusahaan anak (subsidiaries) dari bank asing membawa banyak manfaat
kepada indusiri perbankan dan negara penerima. Bank asing memfasilitasi akses
negara penerima (host countries) terhadap produk dan teknologi baru dan
meningkatkan efisiensi pasar kenangan dan kompetisi. Bank asing juga
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‘menjadikan bank berskala global dapat melakukan diversifikasi modal dan
- resiko dan mencapai skala ekonomi yang menguntungkan para pemegang saham
dan nasabah.? Namun perlu diingat bahwa bank asing dalam bentuk perusahaan

ana_k munnhm karakter tersendiri. Perusahaan induk bark cenderung melakukan
sentralisasi seluruh keputusan strategis dan manajemen risiko di kantor pusag,

“Perusahaan induk membatasi tanggung jawab hukumnya sebesar modal yang-

: yancr ditanamkan pada perusahaan anak. Badan pengawas di negara asal lebih

; banyak terhb'it dalam penyusunan model-model risiko dan memperoleh lebih

- banyakinformasi tentang kondisi perusahaan induk tetapi tidak bertanggung
" jawab atas potensi kegagalan perusahaan anak.

- -Perusahaan anak adalah badan hukum independen yang tunduk pada
peraturan perundang-undangan negara penerima. Konsekuensinya negara
penerima memikul tanggung jawab akhir dalam menyediakan bantuan likuiditas
darurat dan mengumpulkan sisa-sisa aset bila terjadi krisis. Negara penerima
juga pihak yang wajib menjaga stabilitas keuangan dan memproteksi pembayar
pajak yaitu pihak yang akhirnya menanggung biaya apabila ada bank yang
bangkrut. Perusahaan induk sebagai pemilik bank secara hukum berhalk
mewajibkan perusahaan anaknya agar mematuhi setiap strategi bisnis yang
mereka anggap tepat untuk memaksimalkan keuntangan. Padahal di antara
strategi bisnis tersebut mungkin ada yang tidak sejalan dengan kepentingan
perusahaan anak.

- Permisahan dan perbedaan antara perusahaan induk dan pernsahaan anak
menurut pandangan hukum berbeda dengan pemisahan menurut pandangan
ekonomi. Perusahaan anak secara otomatis menikmati keuntungan yang dimiliki
oleh perusahaan induk dengan kepemilikannya tersebar. Akan tetapi harus diingat
adanya pemisahan secara hukum antara perusahaan anak dan perusahaan
induk. Pemegang saham perusahaan induk tidak harus sama dengan pemegang
saham perusahaan anak. Dan juga kepentingan mereka juga dapat berbeda
khususnya pada waktu krisis.

Perusahaan anak yang secara sistemik memiliki peran penting dalam
perekonomian harus mampu berdiri sendiri apabila perusahaan induknya
mengalami masalah atau memutuskan untuk menarik investasinya. Pengawas
di Negara penerima perlu mendorong agar perusahaan anak memperkuat
kemandiriannya tanpa perfu mengatur mereka secara berlebihan. Salah satu
solusi yang potensial adalah dengan cara memperluas kepemilikan. Keberadaan
pemegang saham minoritas, yang duduk dalam dewan pengurus, akan membuat

* Guillermo Ortiz (Gubernur Bank Sentral Mexico), “ A Locai Counterwei ght to Banks’
Global Power”, Financial Times, 17 Februari 2006, hal. 13
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" keputusan chambﬂ untuk kepenungan perusahaan anak. Untuk Ill@ilCipt’iL’lll
fsﬂua& tersebut: dibutuhkan ketentuan yang memperkuat dan melmdunm

_ kepentmgan pemecancr saham mmontas Keberadaan pemegang saham
minoritas: akan memperbesar: keillunOMna11 perusahaan anak melakukan
penawalan umum ( go public) di bursa‘lokal. Penawaran umum akan
meningkatkan parumpam masyam}\at dan harga saham dapat dij adxkcm sinyal
- dfm metmment untu}\ menerapkan dlSlphn sebagdlmana yang dltenmkan dalam
_ __pifar 3 Base} H 10 penawaan umum ]uga akan mendekdtkan bank dengan

Terkait dengan investasi asmg adal”zh kehadlrau 1enaga }\61 ;a asmg pada

' mdusm peibdnkan Pro kontra tentang tenaga kerjaasing juga dapatmienarik
perhatian. Dalam rangka komitinen Indonesiauntuk sektor perbankan di WTO
pihalcasing dibolehkan mempekerjakan tenaga ahli asing di perbankan’ den
ketentuan setiap satut ienaga ahli diwajibkan untok mengangkat dua under-
studies. Maksud ketentuan ini adalah agar terjadi alih keahlian khususnya di
blci'mg perbankan. Akan tetapi persyaratan wnderstudies ini tidak berjalan
sebagaiman yang diharapkan, Khusus mengenai tenaga kerja asing ini, meskipun
liberalisasi yang dilakukan dalam rangka WTO dimaksudkan untuk mengatur
Free movement of personnel, namun demikian, Free movement of person-
nel ‘masih dikaitkan dengan kepemilikan perusahaan. Artinya, apabila pihak
asing diizinkan untuk membeli atau mendirikan suatu pernsahaan maka pihak
asing tersebut juga dibolehkan untuk membawa atau mempekerjakan tenaga
ahli atan pimpinan perusahaan yang berasal dari negaranya atan negara lain.
Untuk perbankan misatnya bank asing dibolehkan untuk mempeker] alxan tenaga
ahli asing di bank tersebut.

Dalam era yang semakin liberal seperti saat ini, melarang masuknyatenaga
kerja asing apalagi dalam kaitannya dengan intra agencies fransfer yaitu
pembeli perusahaan dibolehkan untuk membawa pimpinan dan atan tenaga
ahli yang dibutuhkannya akan membawa dampak ekonomi politik dan hukum
yang negatif. Pendekatan yang harus dilakukan untuk mengatasinya haruslah
melalni pendekatan hukum., Satu hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya
dengan tenaga kerja asing ini adalah tidak adanya standar keahlian yang
diterapkan, Standar keahlian ini diperlukan untuk menyaring tenaga kerja asing
yang datang ke Indonesia. Pemberlakuan standar profesi ini dapat menyeleksi
kehadiran tenaga kerja asing tanpa melanggar kewajiban internasional dalam

" Basel I dikeluarkan oleh Bank for Internasional Setflement pada tahun 2001 dan
diharapkan mulai berlaku pada tahun 2006. Basel 1 terdiri dari tiga pilar yang saling
terkail yaitu minimum capital requirement, SHpervisory review process dan mdrket
discipline.
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 rangka komitmen Indonesia di WTO. Perjanjian Perdagangan Jasa (GATS)
- dalam rangka WTO membolehkan negara anggota untuk menerapkan standar
unfuk mengakui pendidikan dan keahlian yang dibutchkan dan harus dipenuhi
oleh tenaga kerja yang ingin bekerja di suatu sektor industii jasa. Dalam kaitan
~ini, seyogianya standar tersebut tidak ditetapkan oleh pemerintah akan tetap1
:_oleh organisasi profesi. Untuk industri perbankan misalnya dapat disusun oleh
' .Ferb’mas Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik dengan fi and proper_ B
festyang dlberlakukan oleb Bank Indonesia.
Dengan memberlakukan standar profesi dan kewajiban untuk under. Lstud\;
' '{-m":}:»a kekhawatiran dengan semakin dominannya asing dalam kepemilikan
- bank-bank dapat diminimalkan, Divestasi saham pemerintah yang sedang
dilakukan membawa dampak bahwa semakin besarnya saham bank dimiliki
asing. Kepemilikan asing tersebut membawa konsekuensi ikutan yaitu masuknya
tenagakerja asing. Oleh scbab itu sudah saatnya diberlakukan ketentuan yang
jelas dan transparan mengenai tenaga kerja asing tersebut. Membiarkannya
tidak diatur akan berdampak negatif yaitu masuknya tenaga kerja asing yang
berkuaitas rendab. Hal ini menciptakan industri perbankan yang rapuh. Secara
empiris terlihat bahwa kehancuran industri perbankan atau bangkritnya suatu
bank umumaya disebabkan oleh salah kelola dan penerapan prinsip good gov-
ernance yang lemah. Kehadiran bankir asing yang sesuai dengan standar
kompetensi yang diatur secara jelas tentuntya akan membawa “angin positip”
tidak saja untuk alih teknologi tetapi sekaligus membawa budaya kerja
(corporate culture) yang baik. Dengan demikian selain pemerintah mendapat
dana tetapi juga mendapat keahlian. Bukankah pepatah mengatakan “sekali
mendayung dua tiga pulau terlampaui” "

Membangun Iklim Investasi yang Sehat

Undangan kepada asing uniuk turut berpartisipast dalam pembangunan
ekonomi nasional dimulai sejak 1967 melalni UU No. 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (PMA). UU ini dimaksudkan untok memberikan
landasan hukum bagi rejim investasi asing Indonesia. Dalam perjalanannya,
rejim investasi asing mulai terkotak-kotak (fragmentasi) dimana masing-masing
sektor industri mulai memberlakukan ketentuan dan persyaratan yang berbeda.
Teriragmentasinya rezim investasi ini sedikit banyaknya menimbulkan masalah
terutama bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Timbul
pertanyaan apakah kondisi seperti ini akan dipertahankan atau diperfukan suatu
bentuk rejim investasi baru,

" Zulkarnain Sitompul, Op.cit, hal. 54
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Tel dapat twa pende}\'mm dalam memban guil suaturejim IHVGStd'Sl asing.

o Perrama pendekatan pragmatis” yang memunghn}\an peikembdn an dari

: berbagm sektor sesuai dengan kebutahan dari masin gmmasnmy bektor Kedua,
' pendekatan mtegratlf’ “yang menyatukan ’mﬂaagzu rezim investasi yang sel«.zumo
: bel kembang:sehingga ‘muncu} ‘suatu rezim tuncgai ‘Ketiga, “pendekatan
. dlfereﬁqlas; yalm menyaﬁﬂmra unsur -HNSUr yang dapat disatukan untuk mencapai
'fmteoms1 konsepsmnal tetapi membolehkan pezbedaan apabila peibedam
_:'ke tentuan mencerminkan kondisi riel sektor: yang bersangkutan.? -
_ Perbedaan yanﬁ tajam’di antara’ ‘sektor-sektor per ekonommn
' '_menyebablﬂn hmplr tidak munghm untuk menciptakan rejim investasi yang
integratif yaitn mengintegrasikan seliruh sektor yang berbeda tersebut menjadi
suaiu sistem tunggal Sedangkan rejim yang terkotak-kotak dapat menciptakan
disinsetif bagi investor asing. Pilihan kebijakan yang memiliki prospek dan
argumentasi yang kuat adalah diferensiasi. Dengan pendekatan ini hal-hal yang
dapat diawur secara uniform dapat diterapkan secara menyeluruh dxsemua sektor.
Sebaliknya dimana diperlukan adanya penyesuaian sesuai dengan kenyatgnn
di masing-masing sektor maka hal-hal yang memang memerfukan pendekatan
berbeda dapat diterapkan penyesuaian yang diperlukan. Artinya terdapat
ketentuan dan persyaratan umum yanv sama dan berlaku bagi seluraly sektor
d’m wilayal, ™ . R
Tata ulang terhadap rezim investasi mutlak dilakukan mengingat. teiah
berubahnya kondisi perekonomian dunia. Kondisi saatini merupakan kebalikan
dari kenyataan pada tahun 70-an di mana negara vang ingin menanamkan
modalnya di Indonesia lebih banyak dari kesempatan yang diberikan oleh
pemerintah. Sekarang ini Indonesia memerlukan lebih banyak investasi tersebut
dari pada sebelumnya, tetapi untuk memperoleh investasi tersebut Indonesia
harus bersaing dengan negara lain. " Disamping itu, penentuan kebijakan dibidang
mvestasi bukan lagi masalah bilateral dan unilateral yang seluruhnya ditentukan

Bank Indonesia, Rezim Investasi di Indonesia dalam kaitannya dengan Perjanjion
Hasil Putaran Uruguay, (Jakarta: Bank Indonesia, 1993), hal.47

Pendekatan ini telah dicoba pada waktu menyusun komitmen Indonesia di bldano
perdagangan jasa dalam rangka Putaran Uraguay/WTO. Harmonisasi te;bebut
dilakukan dengan menyusun komitmen yang dimuat dalam horizontal measures yang
bertaku untuk seluruh sektor jasa yang ditawarkan. Dalam kerangka WTO ini sektor
Jasa yang ditawarkan sebanyak 5 sektor jasa yaitu, sektor pariwisata, keuangan,
telekomunikasi, angkutan laut, dan konsultan konstruksi.

Sebelum krisis zahun 1997 Asia Tenggara menarik investasi asing lebih besar
dibandingkan Cina. Setelah krisis investasi asing yang datang ke Cina lebih dua kali
lipat dibandingkan yang datang ke Asia Tenggara. The Economist, 25 Februari-3
Maret 20006, hal.28
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- oleh negara yang berkepentingan. Masalah investasi asing secara bertahap telah
_ menjadiperhatian lembaga-lembaga internasional. Ada tekanan yang semakin
' 'memn gkat untuk diterapkannya aturan main internasional di bidang investasi.!s

s Bmdmnya WO telah memberikan konsekuensi bagi Indonesia sebagai

__Salah satu diatitara 125 negara yang ikut menandatangani perjanjian W70 dan
‘telah me_mﬂ_fikmmy& melahni UU No.7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994,
Dengan ratifikasi ini maka seluruh ketentuan dalam W70 wajib dilaksanakan
oleh Indonesia. Pelaksanaan ketentuan WTO tersebut dilakukan dengan
rhényesuaikaﬁ seluruh ketentuan yang berlakua di bidang perdagangan/
' perekonom;an dengan ketentuan-ketentuan W70 tersebut.’®

- Berkaitan dengan investasi perjanjian W70 vang terkait adalah General

Ag:‘eemenr on Trade in Services (GATS) yang mengatur tentang perdagangan
jasadanperjanjian tentang Trade Related Investment Measures (TRIMs)

* Prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam GATS antara lain yang terpentin 23
adalah:

a. Prinsip non diskriminasi (Mest Favoured Nation/MFN)
Prinsip non diskriminasi atau MFN adalah suatu prinsip yang menyatakan
bahwa suatu kemudahan yang diberikan kepada suatu ne gara juga harus
diberikan untuk negara lain. Prinsip ini bersifat segera (immediatelly) dan
' otomatxs (iunconditionally).

b. Prmsap national treatment
' Berdasarkan prmsip ini maka perlakuan (freatment) yang diberikan kepada
pengusaha atau perusahaan domestik juga harus diberikan kepada
pengu_sah_a atau perusahaan asing tanpa diskriminasi.

¢. Transparansi
Prinsip transparasi mewajibkan semua anggota mempublikasikan seluruh
‘peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan serta seluruh
keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan
-oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berdampak kepada
perdagangan jasa.

¥ Sebagai anggota WTO Indonesia harus mematuhi aturan main yang ditentukan dalam
petjanjian WTO, khususnya yang terkait dengan investasi yaitu TRIMs dan GATS

' Pasal XVIayat4 perjanjian WTO menyatakan balwa “Each member shall ensure the
conformity of it'’s laws, regulations and administrative procedures with it's obliga-
tions ay provided for in the annexed Agrement”
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d. Lmemhsasn bertahap : - i
i _.-.-_P;mszp ini mewajibkan semua ancgota WTO untuk melakukan 11{30051351
e __’-_bezkesmambunﬂan yang-bertujuan’ untuk menghilangkan hambatana
~--:hambatan per daordngcm jasa secara bertahap. Prinsip liberalisasi. bcmhap

- dimaksudkan agarliberalisasi yang dimintakan kepada anggota WTO dapat

& dzhksanakzm se}aian dengan tahap pmkemban an p@rekonorman negara
- _:-:';_tersebw Dengan demikian mhampl\m agar liberalisasi menjadi suatu pioses
.. yang tidak’ mengakzbatkan terjadi.suatu situasi. yang mal

: ;f-_--__memperbmiﬂ\ psmkonomxan negam tersebut. . :

Perdaganoan d1 ba,dancf Jaqa yzmo dxatuz dalam GATS adalah perdagan gan
gasa yang dilakukan dengan 4 (empat) cara pemasokan (mode of “supply)."’
Cara pemasokan yang terkait dengan investasi adalah pemasokan yang
dilakukan melalui kehadiran komersial. Kehadiran komersial atan investasi
langsung (Foreign Direct Investment) di dalam wilayah negara anggota dapat
dilakukan melalui;

a.  Pembentukan, akuisisi atau pendirian suatu badan hukum, atau
b.. Pendz,uan suatu kantor cabang atau perwakﬂan di dalam wzlayah statu
negara ang gota dencan tujuan unfuk melakukan pemasokan suatu jasa.

Perjanjian TRIMs menetapkan berbagai peraturan dan tmdakan;_tertentu

di bidang investasi yang diterapkan Negara anggota telah men ghambat dan

mengganggu arus perdagangan. Perjanjian TRIMs juga menetapkan bahwa

Negara anggota dilarang untuk menerapkan aturan-aturan investasi yang

berkaitan dengan perdagangan (TRIMs) yang bertentangan dengan ketentuan

Article TIGATT tentang “national treatment” dan ketentuan Article XI GATT

tentang prohibition of quantitative restrictions. Pada intinya kedua article

tersebut melarang: :

a. Aturan-aturan tentang local content requirement yang mengharuskan
pembelian produk dari dalam negeri dalam jumlah tertentu oleh suatu
‘perusahaan; atau

b.  Aturan-aturan tentang trade balancing requirement yang menentukan
bahwa volume atau nilai impor yang boleh dilakukan oleh suatu perusahaan
terbatas pada atau dikaitkan dengan jumlah atau nilai ekspor dari produksi
lokal yang dihasilkan.

Y Pasal 1 ayat 2 GA’I‘S menentukan 4 cara pemasokan jasa (mode of supply) yaitu:
a. cross berder; b. consumption abroad; c. commercial presence: dan d. movement
of natural person,
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Artinya, Indonesia harus melakukan harmonisasi atau minimal berupaya agar
“peraturan perundang-undangan di bidang tersebut konsisten dengan ketentuan-
ketentuan WTO.
Penutup
. Dari tiga pendekatan (pragmatis, integratif, dan diferensiasi) dalam
Cmembangun suatu rejim investasi asing, menggunakan pendekatan diferensiasi

. adalah pilihan kebijakan yang lebih tepat karena pendekatan tersebut meniliki
_-prospek dan argumentasi yang kuat karena berbagai perbedaan yang ada dapat

-~ diatur secara menyeluruh di semua sektor. Artinya, terdapat ketentuan dan

persyaratan umum yang sama dan berlaku bagi seluruh sektor dan wilayah.
Dalam menciptakan iklim mvestasi yang sehat, peranan industri perbankan
merupakan salah satu faktor pendulkung. Namun demikian harus diingat, bahwa
dalam kaitannya dengan investasi asing, kredibilitas pemerintah dalam
penegakan hukum merupakan faktor utama dalam menciptakan iklim investasi
yang sehat. Kalau pada tahun 1980-an nasehat yang diberikan oleh Milton
Friedman bagi negara dalam transisi ekonomi adalah “privatisasi, privatisasi,
privatisasi”, maka pada tahun 2000-an Friedman mengakui kesalahannya dan
mengatakan bahwa “rule of lave is probably more basic than privatization™ .
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